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TINJAUAN PUSTAKA

A. Perencanaan Pembangunan Desa

1. Pengertian Pembangunan Desa

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan
kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa?.
Pembangunan desa tidak terlepas dari konteks manajemen pembangunan
daerah baik di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi karena
kedudukan desa dalam konteks yang lebih luas (sosial, ekonomi, akses
pasar, dan ploitik) harus melihat keterkaitan antardesa, desa dalam
kecamatan, antarkecamatan dan kabupaten dan antarkabupaten®.
Pembangunan desa memiliki sebuah peran yang cukup penting dalam
projek pembangunan nasional. Karena pembangunan desa ini cakupannya
sangat luas karena merupakan dasar dari sebuah pembangunan.
Pembangunan desa ditujukan untuk sebuah peningkatan kualitas hidup dan
kehidupan masyarakat desa. Banyak hal yang harus dilaksanakan dalam
hal pembangunan desa itu. Dalam pelaksanaan pembangunan desa
seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan dari pembangunan yaitu

mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju,

29 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun
2015 tentang Pendampingan Desa, Pasal 1 Ayat 9

30 Wahjudin, dalam Nurman, Strategi Pembangunan Daerah, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada,
Cetakan ke-1, 2015, Hal: 266-267
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sejahtera, dan berkeadilan®!. Karena pembangunan desa ini merupakan
salah satu agenda besar untuk mengawal implementasi UU No. 6 Tahun
2014 tentang Desa yang dilaksnaakan secara sistematis, konsisten, dan

berkelanjutan dengan jalan fasilitasi, supervisi, dan pendampingan.

Adanya sebuah pembangunan desa ini memiliki peranan yang
penting dalam konteks pembangunan nasioanal. Pembangunan desa ini
tidak hanya melulu memebicarakan tentang pembangunan fisik saja,
namun pembangunan non fisik juga sangat perlu diperhatikan dalam
konteks pembangunan. Faktor sumber daya manusi adalah modal utama
dalam pelaksanaan pembangunan khususnya pembangunan di desa.
Pembangunan masyarakat desa harus diperbaiki dan ditingkatkan untuk
menunjang adanya pembangunan desa. Pembentukan karakter masyarakat
desa dapat dilakukan dengan diadakannya pengembangan kemampuan
sumber daya manusianya sendiri. Dengan adanya aktivitas-aktivitas yang
positif akan dapat meningkatkan kreativitas serta kesadaran lingkungan
yang akan semakin tinggi. Pendampingan adalah salah satu hal yang
sangat di harapkan oleh pemerintah pusat khusunya Kementerian Desa
yang mencetuskan adanya sebuh pendampingan. Karena pendampingan ini
bukan hanya mendampingi pelaksanaan proyek yang masuk ke desa,
bukan mendampingi dan mengawasi masalah Danan Desa, tetapi yang

dimaksudkan adalah pendampingan secara utuh terhadap desa.

31 Adisasmita, Rahardjo, Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan, Yogyakarta, Graha llmu, 2006,
Hal: 3

28



Disisi lain pemerintah desa memiliki peran yang sangat penting
dalam upaya menciptakan lingkup yang mendorong tumbuhnya prakarsa
dan swadaya masyarakat di pedesaan. Pemerintah desa menyandang peran
dalam mengupayakan terciptanya atmosfir yang dapat mendorong
kemauan masyarakat untuk bekerja sama membangun pedesaan, dan disisi
lain masyarakat juga berperan aktif dalam mengupayakan berjalannya
pembangunan dengan maksimal. Sehingga upaya pembangunan di desa ini
diharapkan dapat memberikan solusi untuk sebuah perubahan sosial di
masyarakat desa sendiri dan memberikan arti desa sebagai sebuah basic

perubahan.
2. Tujuan Pembangunan Desa

Dalam sebuah pembangunan desa, maka akan terlaksana dengan
baik dan terarah sesuai dengan tujuan awal. Secara khusus dari

pembangunan desa sebagai berikut®?:

1. Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat di tingkat desa

dalam penyusunan perencanaan pembangunan secara partisipatif;

2. Meningkatkan keterlibatan seluruh elemen masayarakat dalam

memberikan makna dalam perencanaan pembangunan;
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan; dan

4. Menghasilkan keterpaduan antar bidang/sektor dan kelembagaan

dalam kerangka.

%2 1bid, Hal: 262-263
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Menurut pendapat lain  menjelaskan bahwa tujuan dari
pembangunan desa di bagi menjadi 2, yaitu pembangunan desa jangka
panjang dan pembangunan desa jangka pendek. Tujuan pembangunan
jangka panjang yaitu terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat
desa yang secara langsung dilakukan melalui peningkatan kesempatan
kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan berdasarkan pada pendekatan
bina lingkungan, bina usaha, dan bina manusia, dan secara tidak langsung
adalah meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi pembangunan nasional®,
Sedangkan tujuan pembangunan desa jangka pendek yaitu peningkatan
efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi dan dalam

pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam®.

Memaknai beberapa pendapat mengenai tujuan pembangunan desa
menurut beberapa teori para ahli, bahwasannya hakikat tujuan dari
pembangunan desa adalah meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat
desa melalui kegiatan-kegiatan pencapaian tujuan dari berbagai bidang
(sosial, ekonomi, pendidikan, sarana kesehatan, budaya, agama, politik,
dan keamanan) secara berkesinambungan dengan tetap mengedepankan
kesamaan hak sekaligus tetap menjunjung tinggi keadilan seluruh

masyarakat.
3. Perencanaan Pembangunan Desa

Melakukan misi menjadikan sebuah desa menjadi mandiri ini

adalah hal yang sangat penting. Membangun suatu hal harus dimulai

33 Adisasmita, Raharjo, Pembangunan Pedesaan; Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi,
Konsep Desa Pusat Pertumbuhan, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2013, Hal: 57
% Ibid
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dengan yang namanya proses perencanaan. Kalau membicarakan masalah
pembangunan desa maka kita harus mengetahui proses dari perencanaan
pembangunan desa yang baik. menciptakan sebuah pembangunan desa
yang efektif, bukan semata-mata karena adanya kesempatan. Namun
merupakan hasil dari penentuan beberapa pilihan yang akan di ambil
dalam prioritas kegiatan. Proses perencanaan yang baik, maka akan
menimbulkan sebuah program yang baik pula. Dan dalam pelaksanaan
program tersebut pemerintah akan membutuhkan partisipasi masyarakat
untuk ikut bekerjasama dalam menjalankan program tersebut. Wujud nyata
sebuah kewenangan dalam mengatur pembangunan desa adalah pada
proses merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi sendiri kegiatan

pembangunan.

Dalam perjalanan kegiatan perencanaan pembangunan seorang
pendamping ini harus dapat menjalankan tugasnya dengan baik, dengan
hanya ia dapat memahami dinamika masyarakat dan pemerintah desa
dalam hal perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Karena
pemahaman pendamping akan perencanaan pembangunan serta
pelaksanaan program-programnya sangat penting dilakukan. Dengan
demikian maka ia akan dapat bekerjasama dengan pemerintah desa dan

masyarakat secara baik sesuai porsi yang sudah ditentukan.

Pemerintah Desa dapat menyusun sebuah perencanaan
pembangunan desa harus sesuai dengan kewenangannya sebagai
pemerintah desa, namun harus tetap mengacu pada perencanaan

pembangunan yang sudah di buat di tingkat Kabupaten/Kota. Pada
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perencanaan dan pelaksanaan sebuah pembangunan desa, pemerintah desa
didampingi oleh pihak-pihak yang lebih kompeten dari pemerintah daerah
kabupaten/kota yang secara teknisnya ini dilaksankan oleh Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) daerah kabupaten/kota. Sedangkan untuk
mengkoordinasikan program pembangunan desanya, Kepala Desa ini
didampingi oleh seorang pendamping professional. Sedangkan Camat

akan melakukan koordinasi pendampingan di wilayahnya sendiri.
Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berenjang meliputi®:

c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk

jangka waktu 6 (enam) tahunan; dan

d. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau disebut Rencana Kerja
Pemerinah Desa (RKP DESA), memrupakan penjabaran dari RPJM

Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
1) Penyusunan RPJM Desa

RPJM Desa harus ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan di
hitung sejak pelantikan Kepala Desa. Didalam rancangan RPJM Desa
ini terdapat visi misi kepala desa, ada juga arah kebijakan pembangunan
desa, serta ada juga rancangan kegiatan tentang penyelenggaraan
Pemerintah Desa, Pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan

kemasayarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

35 Kessa, Wahyudin, Perencanaan Pembangunan Desa, Cetakan Pertama, Jakarta, Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015, Hal
19
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Dalam buku tentang perencanaan pembangunan dijelaskan

bahwa bidang penyelenggaraan pemerintah desa ini antara lain:

1. Penetapan dan penegasan batas Desa;

2. Pendapatan Desa;

3. Penyusunan tata ruang Desa;

4. Penyelenggaraan musyawarah Desa;

5. Pengelolaan informasi Desa;

6. Penyelenggaraan perencanaan Desa;

7. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan

Desa;

8. Penyelenggaraan kerjasama antar Desa;

9. Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan kegiatan

lainnya sesuai kondisi Desa.

Untuk tahapan selanjutnya tentang tahapan penyusunan RPJM
Desa ini akan disajikan dalam bentuk matriks agar dapat memudahkan
pembaca dalam menafsirkan penyusunan RPJM Desa sesuai dengan
panduan yang ada. Berikut ini adalah matriks tahapan penyusunan

RPJM Desa:
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Tabel 2.1

Matriks Tahapan Penyusunan RPJM Desa

No Tahapan/Kegiatan Hasil/Keluaran Keterangan

1) ) (©) (4)

1. | Pembentukan Tim | Terbentuknya Tim Penyusun RPJM Desa | Dibentuk oleh Kepala
Penyusun RPJM Desa | beranggotakan 7-11 orang Desa dengan SK Kepala

Desa

2. | Penyusunan Arah | Data dan analisi: Dilakukan ~ oleh  Tim
Kebijakan e Rencana  pembangunan  jangka | Penusun RPJM Desa
Pembangunan menengah daerah kabupaten/kota;

Kabupaten/Kota ¢ Rencana strategis organisasi perangkat

daerah;

e Rencana umum tata ruang wilayah
kabupaten/kota;

e Rencana rinci tata ruang wilayah
kabupaten/kota; dan

e Rencana  pembangunan  kawasan
perdesaan

3. | Pengkajian Keadaan | e Penyelarasan data Desa (data sekunder) | Tim  Penyusun RPJM
Desa e Penggalian gagasan masyarakat, untuk | Desa

melihat potensi dan masalah
e Penyusunan laporan hasil pengkajian
keadaan Desa

4. | Analisis Data dan | e Data desa yang sudah diselaraskan; Tim  Penyusun RPJM
Pelaporan e Data rencana program pembangunan | Desa

kabupaten/kota yang akan masuk ke
Desa;

e Data rencana program pembangunan
kawasan perdesaan; dan

o Rekapitulasi usulan rencana kegiatan
pembangunan Desa dari dusun dan/
atau kelompok masyarakat.

5. | Penyusunan Rencana | Berita acara Penyusunan Rancangan e BPD
Pembangunan  Desa | RPJM Desa, yang melampiri: e Tim Penyusun
melalui  musyawarah | e Laporan hasil pengkajian keadaan RPJM Desa
Desa Desa; e Masyarakat Desa

e Rumusan arah kebijakan pembangunan
Desa yang dijabarkan dari visi dan misi
kepala Desa; dan

e Rencana prioritas kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan Desa,
pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan
pemberdayaan masyarakat Desa.

6. | Penyusunan Rancangan RPIJM Desa yang | Tim Penyusun RPJM
Rancangan RPJM | mendapatkan persetujuan Kepala Desa Desa
Desa

7. | Penyusunan Rencana | Rancangan RPJM Desa dibahas melalui e BPD
Pembangunan Desa musyawarah desa dan disepakati oleh e Tim Penyusun
Melalui Musyawarah peserta Musyawarah Desa untuk RPJM Desa
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Perencanaan ditetapkan sebagai RPJM Desa. e Masyarakat Desa
Pembangunan

Penetapan dan Rancangan peraturan Desa tentang RPJM e Kades
Perubahan RPJM Desa | Desa dibahas dan disepakati bersama oleh e BPD
kepala Desa dan Badan Permusyawaratan
Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan
Desa tentang RPJM Desa

Sumber: Buku Perencanaan Pembangunan 2015 Kementerian Desa Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi

Berdasarkan tabel 2.1 diatas maka dapat peneliti jelaskan sedikit
mengenai alur tahapan penyusunan RPJM Desa. Mulai dari pembentukan
Tim Penyusun RPJM Desa ini sampai ke penetapan dan perubahan
RPJM Desa ini dilakukan sesuai petunjuk teknis dari penyusunan RPJM
Desa. Dimana semua kegiatan ini dilaksanakan dengan seksama dan
dilaksanakn oleh kepala desa hingga masyarakat. Semua elemen dalam
hal ini ikut melaksanakan kegiatannya sesuai dengan porsi masing-

masing proses.

Dalam matriks tersebut memang dalam hal pelaksana kegiatannya
tidak ada yang namanya pendamping desa. Namun pendamping bertugas
mendampingi seluruh kegiatan dari awal hingga akhir. Maka dari itu
seorang pendamping professional harus mengetahui benar masalah
tahapan penyusunan RPJM Desa ini agar pendamping dapat
melaksanakan peran pendamping yaitu mendampingi program kegiatan

perencanaan desa dengan baik.

2) Penyusunan RKP Desa

Penjabaran dari sebuah RPJM Desa ini adalah dimana seorang
pemerintah desa dapat menyusun sebuah RKP Desa. sesuai dengan

informasi yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota maka
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pemerintah desa wajib menyusun yang namanya RKP Desa. dalam
RKP Desa ini memuat tentang pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan
Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah
kabupaten/kota. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada
bulan Juli tahun berjalana. RKP Desa ini adalah dasar penetapan APB

Desa.

Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan

masyarakat Desa, dilakukan dengan kegiatan yang meliputi®:

a. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui Musyawarah

Desa,
b. Pembentukan tim penyusun RKP Desa;

c. Pencermatan pagu indikatif Desa dan  penyelarasan

program/kegiatan masuk ke Desa;
d. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
e. Penyusunan rancangan RKP Desa;

f. Penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan

pembangunan Desa;
g. Penetapan RKP Desa,
h. Perubahan RKP Desa; dan

i. Pengajuan daftar usulan RKP Desa.

% 1bid, Hal 35
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Tahapan-tahapan diatas adalah gambaran mengenai perjalanan
penyusunan RKP Desa. RKP Desa merupakan ini merupakan tahapan
penting yang harus dilakukan agar nantinya dapat diterbitkan APB
Desa. Pada dokumen RKP Desa ini membicarakan mengenai rencanan
dana desa yang bersumber dari APBN dan rencana alokasi dana desa
(ADD) yang meruakan bagian dari dana perimbangan yang diterima

oleh kabupaten/kota.

3) Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa

Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa, Kepala Desa
mengkoordinasikan seluruh kegiatan pembangunan Desa kepada
perangkat desa dan masyarakat desa. Menurut buku panduan
perencanaan pembangunan desa ada dua pelaksanaan pembangunan
desa diantaranya adalah pembangunan desa yang berskala lokal desa

dan juga ada pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke desa.

Pembangunan desa berskala Lokal Desa ini dilaksanakan sejak
ditetapkannya APB Desa. pelaksanaan pembangunan desa ini dilakukan
dengan melibatkan swakelola desa, maksudnya adalah pembangunan
desa berskala lokal ini melibatkan pihak ketiga untuk membantu
pelaksanaan programnya. Yang dimaksudkan pihak ketiga ini adalah
seorang pendamping desa. Pemerintah desa ini bekerjasama dengan
pendmaping desa dalam hal pendampingan pelaksanaan kegiatan

pembangunan desa.
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Pembangunan desa yang bersumber dari program sektoral dan
program daerah seluruhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang
sudah ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Program ini didelegasikan
langsung ke desa agar desa memiliki kewenangan untuk mengurus

pelaksanaan program pendamping sendiri.

Semua program-proram ini disepakati dan di bahas pada saat
adanya musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD. Pelaksanaan
program sektoral dan program daerah ini dilaksanakan oleh perangkat
desa beserta unsur masyarakat desa sesuai dengan ketentuan yang

berlaku dan sudah dikoordinasikan oleh Kepala Desa.

Ada dua tahapan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan
desa, yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Tahapan-tahapan

tersebut siantaranya:

a) Tahap Persiapan:

1. Penetapan pelaksanaan kegiatan

2. Penetapan rencana kerja (Renja)

3. Sosialisasi

4. Pembekalan pelaksanaan kegiatan

5. Penyiapan dokumen administrasi

6. Pengadaan tenaga kerja
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7. Pengadaan barang dan material

b) Tahap Pelaksanaan:

1. Rapat kerja pelaksana kegiatan

2. Pemeriksaan kegiatan

3. Perubahan kegiatan

4. Pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masyarakat

5. Penyiapan laporan keuangan

6. Pelestarian dan pemanfaatan hasil kerja

4) Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa

Pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah dan
pembangunan desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat
desa bertujuan untuk terciptanya sebuah pemberdayaan masyarakat
desa. Kegiatan tersebut sudah diamanatkan oleh Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
agar tercipta sebuah emberdayaan masyarakat yang baik. kegiatan ini
sangat menentukan kegiatan pembangunan desa karrena pemantauan
dan pengawasan ini merupakan dasar dalam pembahasan musyawarah
desa. pemantauan dan pengawasan ini dilakukan pada tahapan
perencanaan pembangunan desa dan pelaksanaan pembangunan desa.
Penilaian yang dilakukan pada tahapan perencanaan adalah dengan

menilai RPJM Desa dan RKP Desa.
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Bupati/ Walikota melakukan pemantauan dan pengawasan

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa dengan cara®’:

a. Memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan Desa;

b. Menerima, mempelajari dan memberi umpan balik terhadap

laporan realisasi pelaksanaan APB Desa;

c. Mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan pembangunan

Desa; dan
d. Memberikan pembimbingan teknis kepada pemerintah Desa.

Jadi dari uraian penjelasan diatas Bupati/Walikota memberikan
gambaran bahwa pemerintah daerah juga ikut memberikan pemantauan
dan pengawasan dalam hal pembangunan desa agar tercipta sebuah
pembangunan desa yang ideal. Karena Pemerintah Desa harus mampu
mengatur jalannya sebuah perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

desa.

Dalam kegiatan pembangunan desa ini pasti juga aka nada yang
namanya keterlambatan pelaksanaan kegiatan, maka dari itu
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberikan penjelasan mengenai
sanksi yang akan diberikan kepad apemerintah desa atas keterlambatan

pelaksanan pembangunan desa.

37 Ibid, Hal: 66
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Dalam hal terjadi keterlambatan perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan Desa sebagai akibat ketidakmampuan dan/atau kelalaian

pemerintah Desa, maka bupati/walikota melakukan:

a. Menerbitkan surat peringatan kepada kepala desa;

b. Membina dan mendampingi pemerintah desa dalam hal
mempercepat perencanaan pembangunan desa untuk memastikan

APB Desa ditetapkan 31 Desember tahun berjalan; dan

c. Membina  dan mendampingi pemerintah Desa dalam hal
mempercepat pelaksanaan pembangunan Desa untuk memastikan

APB Desa sesuai peraturan perundang-undangan.

Jadi apabila ada sebuah keterlambatan dalam pelaksanaan
pembangunan desa maka Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib
memberikan teguran sekaligus memberikan solusi untuk permaslahan
tersebut agar terlaksananya pembangunan desa ini dapat sesuai dengan
target waktu yang sudah ditentukan sebelumnya. Karena pembangunan
desa merupakan basic dari sebuah pembangunan nasional. Apabila ada
keterlambatan di cakupan desa, maka hal tersebut akan juga

berpengaruh pada cakupan pembangunan nasional.

B. Konsep Pendampingan

a. Pengertian Pendampingan

Pendampingan merupakan istilah yang awal katanya adalah sebuah kata
kerja yaitu “mendampingi”. Artinya adalah hal atau kegiatan membantu karena

sebabnya membutuhkan sebuah dampingan. Saat istilah pendampingan ini
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muncul, istilah sebelumnya yaitu “pembinaan” ini sudah tidak terpakai lagi.
Karena apabila menggunaan istilah pembinaan itu terkesan adanya sebuah
subyek dan objek yang tidak saling banyak berinteraksi. Maka dari itu istilah
pembinaan ini dimunculkan, dan ini merupakan apresiasi baik bagi kalangan-

kalangan praktisi sebuah pengembangan masyarakat.

Pada istilah pendampingan ini lebih menunjukkan suatu kesetaraan antara
subjek dan objek yang di dampingi. Karena pada jaman sekarang seharusnya
orang yang di damping ini lebih aktif dan lebih interaktif dengan yang
mendampingi. Orang yang di dampingi adalah subjek utama dalam sebuah
pendampingan. Pendampingan merupakan kegiatan yang selalu dilakukan oleh
kelompok-kelompok Pembina, pengajar, dan kelompok sosial yang ingin

membantu mengontrol orang atau kelompok yang di damping.

Menurut Depsos (2005) pendampingan adalah proses pembimbingan atau
pemberian kesempatan kepada masyarakat, khususnya masyarakat miskin yang
dilakukan oleh para pendamping atau fasilitator melalui kemampuan dan
kepercayaan diri dalam menghadapi permasalahan seputar kehidupannya. Jadi
yang dinamakan pendampingan ini adalah kegiatan yang dilakukan seorang
pendamping dalam mengatasi masalah kehidupan yang ada di masyarakat

sesuai dengan kemampuan pendamping.

Menurut Suherlan (2004) pendampingan merujuk pada upaya-upaya
memberi kemudahan, kepada siapa saja untuk memecahkan masalah yang di

hadapi®®. Jadi upaya pendampingan ini merupakan usaha yang dilakukan agar

% Suherman, dalam Lobo, Albertina Nasri, Tesis, Proses Pendampingan Wanita Pekerja Seks
Komersial Dalam Upaya Pencegahan HIV/AIDS (Studi Di Lokalisasi Tanjung Elmo
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orang lain mendapat kemudahan dalam menyelesaikan suatu masalah yang

sedang di hadapi.

Menurut buku Bina Desa (2011) pendampingan dipandang sebagai upaya
yang dilakukan oleh orang yang secara aktif membangun hubungan
perkawanan dengan komunitas marginal®. Jadi yang dimaksudkan ini adalah
sebuah kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang dengan suka rela aktif
menjalin pertemanan dengan kelompok orang yang dianggap terpinggirkan

atau kaum minoritas.

Dari beberapa penjelasan mengenai pendampingan diatas, akan
disimpulkan dengan penjalasan berikut ini. Pendampingan dalam penelitian ini
maksudnya adalah suatu cara yang diupayakan dalam sebuah aktivitas yang
dikerjakan dengan maknanya adalah mengarahkan, mengajarkan, dan
mengembangkan potensi yang dimiliki oleh pemerintah desa dan masyarakat
desa dengan menempatkan seorang pendamping desa sebagai seorang
fasilitator sehingga pemerintah desa dan masyarakat mampu menjalankan

program pembangunan desa kearah yang lebih baik lagi.
b. Tujuan Pendampingan

Tujuan dari sebuah pendampingan adalah terciptanya sebuah
pemberdayaan. Untuk pemberdayaan sendiri merupakan sebuah upaya untuk

meningkatkan daya atau kekuatan pada diri individu. Hal itu terjadi guna

Sentani Oleh Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Daerah Papua Provinsi
Papua), Depok, 2008, Hal: 5

39 Bina Desa dalam Lobo, Albertina Nasri, Tesis, Proses Pendampingan Wanita Pekerja Seks
Komersial Dalam Upaya Pencegahan HIV/AIDS (Studi Di Lokalisasi Tanjung Elmo
Sentani Oleh Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Daerah Papua Provinsi
Papua), Depok, 2008, Hal: 5
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meningkatkan kemampuan dirinya sendiri dalam berbagai hal yang dimiliki
oleh sumber daya manusia guna membela diri pendamping masing-masing.
Dasarnya tujuan pendampingan sesuai dengan panduan Wiryasaputra dalam
bukunya yang berjudul Ready To Care: Pendampingan dan Konseling

Psikoterapi yaitu®°:
1. Mengubah Klien Menuju Pertumbuhan

Dalam  pendampingan, pendamping secara  berkesinambungan
memfasilitasi orang yang didampingi agar klien dapat menjadi agen

perubahan bagi diri dan lingkungannya.
2. Membantu Klien Mencapai Pemahaman Diri Secara Penuh an Utuh

Pendampingan dilakukan agar klien dapat memahami kekuatan dan

kelemahan yang ada pada dirinya.
3. Membantu Klien Agar dapat Berkomunikasi dengan Lebih Sehat

Merupakan bantuan kepada klien agar dapat menciptakan komunikasi

yang baik.
4. Membantu Klien untuk Bertingkah Laku Baru yang Lebih Sehat

Pendamping dalam tujuan ini akan memfasilitasi klien untuk menciptakan

dan berlatih perilaku baru yang lebih baik dan lebih sehat.

5. Membantu Klien Agar Belajar Mengungkapkan Diri Secara Penuh dan

Utuh

40 Wiryasaputra, Totok. S, Ready To Care: Pendampingan dan Konseling Psikoterapi,
Yogyakarta, Galang Press, 2006, Hal: 79
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Pendampingan yang ditujukan agar klien dapat lebih spontan, kreatif dan

efektif mengekspresikan perasaan, keinginan, dan aspirasi.
6. Membantu Klien Agar dapat Bertahan

Pendamping akan melakukan pendmapingan agar klien dapat bertahan
pada masa Kkini, menerima keadaan dengan lapang dada dan mengatur

kehidupan dengan kondisi yang baru.

7. Membantu Klien untuk Menghilangkan Gejala-Gejala yang dapat

Membantunya Menjadi Disfungsional.

Pendampingan ditujukan agar klien dapat menghilangkan gejala-gejala

yang mengganggu sebagai akibat dari krisis yang telah di alaminya.

Jadi dari tujuan sebuah pendampingan diatas dapat disimpulkan bahwa
yang dimaksudkan sebagai tujuan pendampingan pada konteks penelitian ini
adalah sebagai berikut. Tujuan pendampingan desa pun a) Meningkatkan
kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan
desa; b) Meningkatkan prakarsa, kesadaran, dan partisipasi masyarakat desa
dalam pembangunan desa yang partisipatif; dan c) meningkatkan sinergi
program pembangunan desa antar sektor; d) Mengoptimalkan asset local desa

secara emansipatoris®.
c. Metode pendampingan

Metode dalam sebuah proses pendampingan merupakan hal yang penting

karena hal tersebut harus menyesuaikan dengan individu atau kelompok yang

4 hitps://www.kompasiana.com/novihilyantih/563ad00b8f7a614416817ed1/kenapa-harus-ada-
pendamping-desa
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nantinya akan didampingi. Proses ini harus ada agar pendampingan ini dapat
benar-benar dilaksanakan dengan baik. Metode yang dilakukan dalam sebuah

pendampingan diantaranya®*?:
a. Pembelajaran

Pembelajaran adalah alih pengetahuan dan sistem nilai yang dimiliki

oleh pendamping kepada masyarakat dalam proses yang disengaja.
b. Konsultasi

Konsultasi adalah upaya pembantuan yang diberikan pendamping
terhadap masayarakat dengan cara memberikan jawaban, solusi, dan

pemecahan masalah yang dibutuhkan oleh masyarakat.
c. Konseling

Konseling adalah membantu menggali semua maslaha dan potensi
yang dimiliki dan membuka alternative-alternatif solusi untuk
mendorong  masyarakat mengambil  keputusan  berdasarkan
pertimbangan yang ada dan harus berani bertanggung jawab bagi

kehidupan masyarakat.
d. Prinsip Pendampingan

Dalam upaya meningkatkan keberdayaan masyarakat desa, sebuah

pendmapingan ini harus memiliki prinsip kerjanya. Karena prinsip ini

42 https://www.bintan-s.web..id/2010/fungsi-dan-metode-pendampingan.html|?m=1
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merupakan panduan yang harus digunakan dalam sebuah pemberdayaan

masyarakat. Prinsip pendampingan adalah sebagai berikut*®:
1. Prinsip Keswadayaan Masyarakat

Yakni dengan memberi motivasi dan mendorong untuk berusaha atas dasar
kemauan dan kemampuan pendamping sendiri serta tidak selalu

bergantung pada bantuan luar.
2. Prinsip Kelompok

Kelompok tumbuh dari, oleh dan untuk kepentingan masyarakat. Melalui
kerja-kerja yang dilakukan secara berkelompok, apa yang diinginkan akan
lebih mudah untuk diwujudkan. Selain itu sebuah kelompok dapat menjadi
basis kekuatan (posisi tawar), baik untuk membangun jaringan, maupun

berorganisasi.
3. Prinsip Kerja Jaringan

Selain menjalani dengan anggota kelompok sendiri, kerja sama juga
dikembangkan atar kelompok dan mitra kerja lain. Kerjasama itu di
wujudkan dalam sebuah jaringan yang mempertemukan berbagai
kepentingan antar kelompok. Jaringan kerja yang besar dan solid dengan

sendirinya memberikan kekuatan kepada masyarakat.
4. Prinsip Keberlanjutan

Proses penumbuhan inisiatif, pengembangan diorietasikan pada

terciptanya sistem dan mekanisme yang akan mendukung dalam

43 Anoname, Skripsi Edited by Foxid PDF Editor Copyright (c) by Foxit Corporation, 2003-2010
For Evaluation Only, Hal: 5-6
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pemberdayaan masyarakat secara keberlanjutan. Berbagi kegiatan yang
dilakukan merupakan kegiatan yang berpotensi untuk berlanjut

dikemudian hari.

5. Prinsip Belajar Menemukan Diri

Kelompok dalam masyarakat tumbuh dan berkembang atas dasar kemauan
dan kemampuan pendamping untuk belajar menemukan sendiri, apa yang
pendamping butuhkan dan apa yang akan pendamping kembangkan.

Termasuk untuk mengubah kehidupannya dan penghidupannya.

e. Tahapan Pelaksanaan Pendampingan

Tahapan pelaksanaan ini juga tidak kalah penting karena kegiatan ini yang
akan menentukan arak terlaksananya sebuah pendampingan. Karena
keberhasilan suatu kegiatan pendampingan tidak terlepas dari sebuah
keteranmpilan dan pengetahuan. Agar lebih terarah dan mudah dipahami oleh
kelompok yang akan didampingi. Tahapan yang telah dikeluarkan oleh
beberapa LSM antara satu dan lainnya ini sedikit ada kemiripan. Pada
hakikatnya tahapan ini adalah target yang akan dicapai pada ketentuan waktu
yang telah ditentukan sebelumnya. Tahapan-tahapannya adalah sebagai

berikut**:

1. Tahap Persiapan

Tahapan ini mencakup tahapan penyiapan petugas (tim agen perubah)

yang dimaksudkan untuk menyamakan persepsi antar anggota tim agen

4 Adi, Ishandi Rukminto, Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat, dan Intervensi Komunitas:
Pengantar Pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis, Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas
Ekonomi Ul, Hal: 250-258
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perubahan mengenai pendekatan apa yang akan dipilih dan penyiapa
lapangan, yang bertugas melakukan studi kelayakan terhadap daerah yang

akan dijadikan sasaran, baik dilakukan secara infoemal maupun formal.

. Tahap Assesment

Mencakup proses mengidentifikasi masalah  (kebutuhan yang

dirasakan/feltneeds) dan juga sumber daya yang dimiliki Klien.

. Tahap Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan

Tahapan ini agen perubah secara partisipatif mencoba melibatkan warga
untuk berpikir tentang masalah yang pendamping hadapi dan bagaimana

cara mengatasinya.

. Tahap Pemformulasian Rencana Aksi

Pada tahapan ini, agen perubah (community worker) membantu masing-
masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan
kegiatan apa yang akan pendamping lakukan untuk mengatasi

permasalahan yang ada.

. Tahap Pelaksanaan (implementasi) Program atau Kegiatan

Merupakan tahapan pelaksanaan perencanaan yang telah di buat dalam
bentuk  program dan  kegiatan secara  bersama-sama  oleh

masyarakat/kelompok dampingan.
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6. Tahap Evaluasi

Merupakan proses pengawasan dari warga dan ppetugas terhadap program
yang sedang berjalan pada pengembangan masyarakat dan sebaiknya

dilakukan dengan melibatkan warga.
7. Tahap Terminasi

Merupakan tahapan ‘pemutusan’ hubungan secara formal dengan

komunitas sasaran.

Dari penjelasan tahap-tahap pelaksanaan pendampingan tersebut akan
berjalan dengan baik apabila seorang pendamping ini mampu memperhatikan
beberapa hal yang akan membuat kegiatan pendampingan menjadi lebih
efektif. Menurut referensi skripsi yang peneliti baca memberikan penjelasan
sehubungan dengan itu menurut Suherman (2004, h.14) terdapat 10 (sepuluh)
hal yang perlu diperhatikan oleh pendamping agar dalam pelaksanaan kegiatan

pendampingan berjalan secara efektif, yaitu®®:
1. Menghayati Kebutuhan Masyarakat

Memahami akan kebutuhan serta permasalahan yang ada di
masyarakat merupakan hal utama yang harus dilakukan oleh seotang
pendamping. Sudah banyak berkembang ilmu pengetahuan untuk
mendampingi masyarakat dalam berbagai hal. Bekal pengetahuan ini

diberikan untuk meningkatkan kepekaan terhadap situasi yang dihadapi

45 Lobo, Albertina Nasri, Tesis, Proses Pendampingan Wanita Pekerja Seks Komersial Dalam
Upaya Pencegahan HIV/AIDS (Studi Di Lokalisasi Tanjung EImo Sentani Oleh
Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Daerah Papua Provinsi Papua), Depok,
2008, Hal: 31-34
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dan menentukan jenis keputusan dan yang dibutuhkan secara cepat. Model
ini kemudian diadaptasikan dalam berbagai pelatihan berbasis masyarakat
melalui identifikasi, analisis kebutuhan, dan formulasi tindakan.
Pendamping harus benar-benar menghayati apa yang menjadi harapan

masyarakat dan berempati terhadap kebutuhannya.

Menyadari Kekuatan dan Kelemahan Diri

Dalam hal ini sebelum seorang pendamping ini turun langsung
menangani permasalahan dan kebutuhan yang ada di masyarakat, maka
seorang pendamping harus mengetahui jati diri pendamping masing-
masing. Hal-hal positif apa yang dimiliki yang dapat menunjang tugas,
seperti wawasan, motivasi, keterampilan menjadi modal dasar dalam
berinteraksi dengan orang lain. Sedangkan kelemahan yang dirasakan
dijadikan rambu-rambu yang harus dihindari, bahkan sebagai cambuk
untuk meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan. Masyarakat lebih

mudah memahami informasi secara sederhana dan menyentuh kebutuhan.

Bekerja dengan Penuh Tanggung Jawab

Tugas merupakan suatu tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh
seorang pendamping. Pendamping yang bertanggungjawab akan mampu
mengambil keputusan dan menetapkan tujuan secara tepat. Hal yang harus
dilakukan adalah bekerja sesuai dengan kerangka pendampingan dengan
memperhatikan etika sebagai pendamping masyarakat. Menerima

tanggung jawab berarti berani menanggung resiko. Ciri dari pribadi yang
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bertanggung jawab adalah menerima dan belajar dari kesalahan yang

pernah dilakukan sebelumnya.

Menikmati Tugas

Seorang pendamping itu apabila sudah berinteraksi dengan masyarakat
pendamping harus menikmati tugas pendamping. Kenikmatan dalam
menjalankan tugas akan terasa pada saat dirinya mampu memberikan
sesuatu yang terbaik kepada orang lain, di dalam dirinya lebih menonjol
nilai kemanusiaan dengan memadukan aspek ilmu sebagai dasar pijakan.
Mencoba membuat situasi menjadi menyenangkan pada saat melakukan

tugas, agar tugas yang dikerjakan tidak menjadi beban.

Kebanggaan Atas Kinerja

Pekerjaan ~mendampingi masyarakat merupakan tugas mulia.
Kebanggaan ini digambarkan sebagai sikap kerendahan hati. Pendamping
harus menjadi memiliki gambaran diri yang harus diterapkan dalam tugas.
Melakukan tugas pendampingan dengan baik dan benar merupakan kinerja

yang dapat membuat masyarakat menjadi lebih baik.

Menyesuaikan Diri

Penerimaan masyarakat terhadap keberadaan pendamping tergantung
dari bagaimana pendamping dapat menyesuaikan diri dengan tepat.
Sosialisasi dilakukan secara bertahap melalui penyesuaian lingkungan dan
pemahaman terhadap kebiasaan masyarakat lokal. Pendamping harus

mampu menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat.
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7. Menetapkan Prioritas

Susunlah skala prioritas kegiatan pendampingan sesuai dengan tingkat
dan bobot masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan pendamping
sendiri. Menetapkan aspek yang lebih penting untuk segera diprioritaskan.
Kemampuan menyusun dan menetapkan skala prioritas harus
memperhatikan dua hal. Hal yang harus dipenuhi adalah apakah kegiatan

tersebut sesuai dengan masyarakat dan juga ketepatan waktu pelaksanaan.

8. Membangun Kemitraan

Pendampingan juga berarti upaya menjalin hubungan antar individu,
antara institusi dan antar kelompok yang berbeda. Pendamping harus
selalu berupaya untuk membangun sebuah relasi agar mempermudah kerja
masyarakat dalam mengakses berbagai sumber informasi dan teknologi
yang bermanfaat untuk kehidupan pendamping. Membangun dengan
organisasi lokal, Pemerintah Daerah, dan juga lembaga tertentu merupakan
hal terpenting. Hubungan yang terbangun itu dimaksudkan untuk
mengembangkan jejaring sosial yang secara langsung berdampak pada
perubahan masyarakat yang didampingi. Tanpa dukungan masyarakat,
program sebaik apapun yang dikerjakan tidak akan berarti, dan akan sulit

berjalan sesuai yang diharapkan.

9. Positive Believing

Selalu berfikir positif agar apa yang dikerjakan akan berdampak baik,
karena dalam hal ini yang dihadapi adalah masyarakat dengan beragam
karakter. Berpikir positif akan sangat membantu kemampuan pendamping
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dalam bekerja. Sedangkan perlunya berkenyakinan positif (positive
believing) merupakan kenyakinan bahwa positive thinking dapat bekerja.
Dalam artian bahwa segala sesuatu akan terwujud apabila dilakukan

dengan kenyakinan dan persiapan yang matang.

10. Belajar

Bagi seorang pendamping, belajar sudah menjadi bagian dari tugas
hidup serta profesinya. Tuntutan menguasai sebuah pengetahuan dan
tehnologi yang dibutuhkan oleh masyarakat harus menjadi perhatian utama
dari seorang pendamping. Informasi yang terus berkembang dari waktu ke
waktu akan mendorong pendampingan terus mengembangkan akses dan
meningkatkan wawasan serta kompetensi yang diperlukan dalam kegiatan
tersebut. Pemberlajaran yang dilakukan seperti pelatihan khusus, seminar,
lokakarya yang dijalani dapat membantu meningkatkan profesionalisme

terhadap bidang tugas yang ditekuni.

Sesuai dengan tahapan pendampingan diatas sangat penting diperhatikan
dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Bahwa tahapan yang dilakukan
pendamping desa harus lengkap sesuai dengan panduan. Agar dapat menciptakan
suatu sistem pendampigan yang selalu berkembang dan tetap sesuai dengan
koridor. Seorang pendamping desa harus terus melakukan inofasi pendampingan
bagi masyarakat dan pemerintah desa agar peran pendamping desa ini dapat

berjalan dengan efektif dan tepat sasaran.

Dalam proses pendampingan bagi pemerintah desa, pendamping desa

harus memiliki sebuah wawasan yang baik dan juga memiliki pengetahuan yang
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baik. karena apa yang pendamping ciptakan untuk masyarakat dan pemerintah
desa, hal itulah yang akan di terapkan pada program kegiatan pembangunan desa.
Maka dari itu peneliti menyertakan konsep mengenai pendampingan agara

nantinya dapat dipahami oleh pihak-pihak terkait.

C. Pendamping Desa

a. Peraturan Mengenai Pendamping Desa

Menurut Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa,
Pendampingan Desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan
pemberdayaan  masyarakat melalui  asistensi,  pengorganisasian,
pengarahan, dan fasilitasi desa. Perbedaan mendasar model pendampingan
setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
adalah ada tuntutan terhadap para pendamping desa untuk mampu
melakukan transformasi sosial dengan mengubah secara mendasar
pendekatan kontrol dan mobilisasi pemerintah terhadap desa menjadi
pendekatan pemberdayaan masyarakat desa*®. Dimana masyarakat dan
pemerintah dituntut untuk menjadi satu kesatuan agar mampu hadr sebagai
sebuah komunitas yang mandiri. Sehingga sebuah pemberdayaan itu
adalah hal penting yang harus dilaksanakan oleh masyarakat dan
pemerintah agar pendamping mampu menjadi sebuah satu kesatuan yang

mandiri dan berdaya guna.

46 Christina, Maria, Kinerja Pendamping Local Desa Dalam Peningkatan Pembangunan Desa Di
Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, Skripsi, Universitas Lampung, 2017,
Hal: 24
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Sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa bahwa Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah

Daerah Kabupaten untuk memberdayakan masyarakat desa dengan:

a. Menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi-
teknologi tepat guna, dan temuan baru unuk kemajuan ekonomi dan

pertanian masyarakat desa.

b. Meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakt desa melalui

pendidikan pelatihan, dan penyuluhan.

c. Mengakui dan memfungsikan institusi asli atau yang sudah ada di

masyarakat desa .

Upaya pemberdayaan masyarakat ini dilaksanakan dengan adanya
pendampingan desa. Pendampingan yang dilakukan dalam hal
perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa kawasan
pedesaan. Pendampingan dilaksanakan dengan jalan berjenjang sesuai
dengan kebutuhan dan sesuai dengan himbauan pemerintah dan
pemerintah daerah. Pendampingan masyarakat desa ini dilakukan secara
teknis dan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
kabupaten/kota dan dapat dibantu oleh seorang tenaga pendamping
professional, kader-kader pemberdayaan masyarakat desa dan atau pihak

ketiga.

Pelaksana pendampingan desa ini dibagi menjadi tiga kategori,
yaitu tenaga pendamping professional, kader Pemberdayaan Masyarakat
Desa, dan pihak ketiga. Pelaksana tugas ini sudah ditetapkan mengenai
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penempatan kerja berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing.
Tenaga pendamping professional yang dimaksudkan dalam peraturan
Menteri tersebut didalamnya terdiri atas Pendamping Desa. Pada
peraturan Menteri tersebut dijelaskan pada Pasal 6 yang berbunyi
“Pendamping Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a)
berkedudukan di kecamatan.” Sudah ditetapkan dengan jelas mengenai
penempatan sektor kinerja pelaksana pendampingannya. Karena
pendamping adalah agen pemerintah yang memiliki kemampuan dan

kualifikasi tertentu dalam melaksanakan program pendampingan desa.

b. Tugas Pendamping Desa

Pada BAB Il yang tertuang dalam PermendesPDTTrans tercantum
tugas pendamping desa di pasal 11 dan pasal 12. Pada pasal 11 berbunyi
“Pendamping Desa bertugas mendampingi Desa dalam penyelenggaraan
pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa”. Sedangkan di
pasal 12 dijelaskan beberapa poin yang menyangkut pelaksanaan tugas
pendamping desa dalam melaksanakan tugas mendampingi Desa,

meliputi:

a. Mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan

tahapan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;

b. Mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan
sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa, pengelolaan dan

pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna,
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pembangunan sarana dan prasarana Desa, dan pemberdayaan

masyarakat Desa;

c. Melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintah Desa, lembaga
kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan

Mayarakat Desa;

d. Melakukan pengorganisasian di dalam  kelompok-kelompok

masyarakat Desa;

e. Melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan
Masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader-kader

pembangunan Desayang baru;

f. Mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan pedesaan secara

partisipatif; dan

g. Melakukan koordinasi pendampingan ditingkat kecamatan dan
memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada

Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

Hal-hal yang harus dipahami mengenai pelaksanaan Kkinerja
pendampingan bagi para pendamping desa ini merupakan sistem yang
sudah ditentukan dari awal. Karena untuk menjadi seorang pendamping
desa, pendamping harus melalui tahapan dan prosedur yang sudah
ditentukan oleh agen perekrut pendamping desa. Pemerintah memiliki
kualifikasi yang sangat jelas tentang penempatan pendamping desa
nantinya karena pendamping akan memberikan suatu informasi dan

pendampingan yang harus diberikan secara profesional kepada
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masyarakat dan khususnya kepada aparat pemerintah desa sesuai dengan

kemampuan para pendamping desa masing-masing.

Pemaknaan tugas-tugas pendamping desa ini adalah sebuh prinsip
pendampingan terhadap desa yang diupayakan untuk memajukan potensi
yang ada di desa, sehingga desa ini mampu untuk memanfaatkan potensi
yang dimilikinya guna membuat sebuah perubahan ke arah yang lebih
baik dari berbagai sisi. Oleh karenanya pendamping desa ini akan menjadi
seorang aktivis yang akan mengubah nilai-nilai dalam amanat UU Desa

menjadi sebuah perilaku keseharian yang ada di desa.
c. Kinerja Pendamping Desa

Kinerja adalah hasil kerja yang dapat di capai oleh seseorang atau
sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang
dan tanggungjawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai
tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar
hukum dan sesuai dengan moral dan etika*’. Artinya bahawa kinerja ini
merupakan hasil dari kerja yang dapat di capai oleh seseorang atau
sekelompok orang secara bertanggungjawab dan sesuai tujuan awal

yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Kinerja adalah hasil atau tingkatan keberhasilan seseorang atau
keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas

dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil

47 Prawirosentono, Suryadi, Manajemen Sumber Daya Manusia: Kebijakan Kinerja Karyawan,
Kiat Menuju Organisasi Kompetitif dalam Perdagangan Bebas Dunia, BPFE, Yogyakrta,
1999,
Hal: 2
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kerja, target dan sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih
dahulu dan telah disepakati bersama*. Dapat diartikan bahwa kinerja
ini merupakan sebuah keberhasilan seseorang atau keseluruhan dalam
pelakasanaan tugas dengan berbagai kemungkinan yang ada dan

semuanya sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya.

Kinerja pendamping desa adalah hasil kerja yang dapat di capai
oleh seorang pendamping desa sesuai dengan ketentuan dan wewenang
yang dimiliki oleh pendamping desa dan sesuai dengan tujuan awal dari
adanya sebuah pendampingan sesuai pada Pasal 2 Peraturan Menteri
Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 3 Tahun
2015 tentang Pendampingan, yaitu meningkatkan kapasitas, efektivitas,

dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan desa.

Penentuan aspek-aspek yang terdapat dalam kinerja pendamping
desa ini ada 4 (empat) aspek terpenting, yaitu Kinerja pendampingan,

kinerja supervisi, kinerja koordinasi, dan kinerja administrasi*°.
a. Kinerja Pendampingan:
1. Memfasilitiasi pelaksanaan tahapan program
2. Berpartisipasi aktif dalam Musyawarah Desa dan Kecamatan

3. Berpartisipasi aktif ~ dalam Musrenbangdesa  dan

Musrenbangkec

“8 Rivai, Veithzal, Ahmad Fawzi Mohd. Basri, Performance Appraisal: Sistem Yang Tepat Menilai
Kinerja Karyawan Dan Meningkatkan Daya Saing Perusahaan, Rajawali Pers, Jakarta,
2005, Hal: 14

4% Wahjudin dkk, Modul Pelatihan Pratugas Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat, Cetakan
Pertama, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi, 2016,
Jakarta, Hal: 146-147
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4. Mengawal usulan 4 bidang kewenangan local berskala desa

hingga terdanai

5. Membimbing desa dalam membuat RPJM Desa, RKP Desa,

dan APB Desa

6. Membimbing desa dalam pembuatan RAB kegiatan yang

dibiayai dan desa

7. Memeriksa, mengoreksi, dan memvalidasi pembukuan dana

desa

8. Bersama PLD (Pendamping Lokal Desa) membimbing

pembuatan laporan keuangan desa

9. Bersama PLD melakukan cek administrasi desa secara lengkap

dan benar

10. Bersama PLD mendorong transparansi anggaran di tingkat

desa

b. Kinerja Supervisi:

1. Melakukan kunjungan efektif ke desa-desa di wilayah

tugasnya

2. Mengisi buku bimbingan di desa dengan lengkap dan jelas

3. Mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kelembagaan yang

ada di desa
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4. Menyusun kurikulum dan sistem pembelajaran untuk kegiatan

pelatihan

5. Menyusun materi pelatihan yang dibutuhkan untuk

meningkatkan kapasitas

6. Memberikan pelatihan kepada Perangkat Desa, PLD, dan

Kader Desa

7. Memberikan OJT dan IST kepada PLD, Kader Desa, dan

lembaga terkait

8. Memastikan safeguards diterapkan oleh desa

9. Melakukan Kkaderisasi masyarakat desa dalam rangka

implementasi UU Desa

10. Membantu penanganan masalah terkait implementasi UU Desa

¢. Kinerja Koordinasi:

1. Tingkat kehadiran dalam melaksanakan tugas

2. Koordinasi/menjalin hubungan baik dengan supervisor

3. Koordinasi/menjalin hubungan baik dengan birokrasi dan

tokoh masyarakat

4. Bisa bekerja sama dalam satu tim kerja yang efektif

5. Tidak melanggar kode etik sebagai pendamping

62



d. Kinerja Administrasi:

1. Membuat laporan akurat dan tepat waktu

2. Laporan up date sesuai kondisi lapang

3. Mengirim semua data yang diminta supervisor

4. Melaporkan semua masalah yang timbul dan upaya

penanganannya

5. Aktif menulis pengalaman lapang / Good Practices

Dari beberapa uraian penjelasan diatas dapat disimpulkan
bahwasannya aspek-aspek yang ditentukan oleh Kementerian Desa PDT
dan Transmigrasi diantaranya tentang kinerja pendampingan yang poin-
poinnya mengarah ke bagaimana operasional kinerja Pendamping Desa
yang sebenarnya di lapangan terkait dengan pengarahan, pemberian saran,
dan pemberian solusi tentang maslaah-maslaah dan kegiatan yang ada di

lapagan.

Tentang kinerja supervise, disini maksudnya adalah bagaimana
pendamping desa bekerja dengan mengunjungi desa-desa pada wilayah
tugasnya untuk memberikan bimbingan dengan lengkap dan jelas
mengenai kurikulum, sistem pembelajaran, materi pelatihan kepada
Perangkat Desa, Pendamping Lokal Desa (PLD), dan kader desa sesuai

dengan pengimplementasian tujuan dari UU Desa.

Aspek kinerja koordinasi dimaksudkan sebagai sebuah hasil kerja

yang mana dilihat dari sejauh mana tingkat kehadiran pendamping desa
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melaksanakan tugas-tugasnya serta melaksanakan kegiatan koordinasi dan
kerjasama, baik antara satu tim kerja ataupun dengan pihak-pihak yang

terkait dengan kegiatan operasional dari pendmaping desa tersebut.

Kinerja administrasi, memuat poin-poin yang terkait dengan
laporan data administrasi kegiatan desa yang didampingi oleh pendamping
desa. dalam kinerja administrasi ini pendamping desa dituntut untuk dapat
menjalankan tugas dengan baik terkait keakuratan laporan yang di buat

selama periode kerja dan waktu yang sudah ditentukan.

D. Efektivitas Peran Pendamping Desa dalam Menjalankan Tugas
Pendampingan Bagi Pemerintah Desa

Pada pembahasan kali ini, peneliti akan memberikan gambaran

mengenai proses pendampingan yang dilakukan oleh beberapa pendamping

desa yang ada di beberapa daerah. Gambaran ini akan memberikan referensi

serta acuan untuk lebih memperjelas perbandingan persamaan dan perbedaan

antara penelitian yang peneliti buat dengan penelitian yang sudah dilakukan

sebelumnya oleh beberapa peneliti.

Program pendamping desa ini merupakan salah satu program
unggulan yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, namun seiring
berjalannya waktu semenjak program ini dilaksanakan banyak sekali hal yang
menunjukkan akan kurang maksimalnya peran seorang pendamping desa.
Padahal pendamping desa ini sudah diperkirakan akan menjadi motor
penggerak perubahan di tingkat desa. Namun tak sedikit pula pendamping

desa yang sukses memajukan desa-desa yang ada di Indonesia. Berikut
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beberapa penelitian yang peneliti temukan sebagai bahan reverensi dalam

pengerjaan skripsi ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Agus Widyarta yang dilakukan pada
tahun 2015 dalam jurnal program Administrasi Negara dengan judul
“Efektivitas Tenaga Pendamping Profesional dalam Pemanfaatan Dana Desa
Guna Mendorong Pemberdayaan Masyarakat”. Penelitian tersebut
menggambarakan efektivitas pendamping professional desa dalam
melaksanakan tugas pendampingan pemanfaatan dana desa di Provinsi Jawa
Timur. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa
dalam perjalanan kinerja pendamping professional masih terjadi banyak
kekurangan serta kecurangan yang terjadi. Kecurangan yang terjadi ini adalah
pada proses awal perekrutan tenaga pendamping desa professional yang tidak
sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini mengakibatkan Kinerja
pendamping desa professional ini menjadi kurang efektif dengan
dibuktikannya masih terdapat keluhan-keluhan baik dari pihak aparatur desa

maupun dari pihak masyarakat.

Dari uraian jurnal di atas dapat kita ambil makna bahwa hal-hal sepele
yang membuat image pendamping professional menjadi kurang baik di
masyarakat adalah karena kurang ditegakkannya turan yang sudah dibuat.
Melalui proses perekrutan pendamping-pendamping desa itu merupakan
tahapan awal pemerintah dapat menseleksi apakah perorangan ini pantas
menjadi seorang yang dapat memperbaiki kegiatan yang ada di desa atau
tidak. Apabila proses tersebut disepelehkan maka yang akan terjadi adalah

kemunduran pembangunan bukan kemajuan sebuah pembangunan. Respon
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aparatur desa yang mengamati peran-peran pendamping desa professional ini
akan menjadi kurang baik setelah melihat kinerja pendamping. Apalagi
masyarakat yang merasakan langsung hasil Kkinerja pendamping desa.
Pendamping akan memberikan respon yang sesuai dengan apa yang terjadi di
lapangan. Apakah hal itu baik atau buruk. Namun semua itu dapat di atasi
dengan memperbaiki sistem awal dengan ditegakkannya peraturan yang tegas
dan pelakasana peraturan yang bertanggung jawab, agar peran pendamping
desa professional ini dapat dirasakan secara nyata oleh aparatur dan

masyarakat desa.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Martin Herna Susanti tahun
2017 dalam jurnal integralistik dengan judul “Peran Pendamping Desa dalam
Mendorong Prakarsa dan Partisipasi Masyarakat Menuju Desa Mandiri di
Desa Gonoharjo Kecamatan Limbang Kabupaten Kendal”. Penelitian ini
menunjukkan peran pendamping desa sangat besar. Dalam jurnal ini
dijelaskan bahwa secara umum potensi alam di desa ini sangat besar dan
masih dikelola secara mandiri, karena ketidakmampuan penduduk dalam
penguasaan tehnologi yang ada. Maka dari itu pendamping desa harus mampu
menjalankan perannya dalam memajukan partisipasi masyarakat untuk
memperbaiki kehidupan pendamping dan dapat memajukan desa pendamping
sendiri. Dari jurnal ini juga peneliti dapat melihat bahwa kinerja pendamping
desa ini sudah baik, pendamping sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi yang sudah ditetapkan. Namun kendala yang dihadapi
adalah dari masyarakat sendiri, yang mana masyarakat masih belum bisa ikut

berperan aktif dalam kegiatan yang diadakan untuk kemajuan pendamping.

66



Masyarakat masih cenderung belum bisa bersikap professional dalam
menjalankan kegiatan kewirausahaan yang sudah di fasilitasi oleh

pendamping desa.

Hal yang perlu dipelajari dalam jurnal tersebut adalah tidak semua
pendamping desa itu bekerja tidak efektif. Ada beberapa pendamping desa
yang memang pendamping mengabdikan kehidupannya untuk memajukan
salah satu desa yang di tinggalinya. Di sisi lain ada juga pendamping desa
yang hanya bekerja sebagai pendamping saja yang belum tentu bisa amanah
menjalankan tugasnya. Namun semua itu harus dikembalikan karena
masyarakat kita kita ini berasal dari latar belakang yang berbeda-beda sesuai
dengan lingkungan yang ditinggalinya. Dalam konteks ini masyarakat yang
ada di Desa Gonoharjo ini memang masih terkesan kurang bisa membuka
diri. Pendamping masih mengandalkan sumber daya alam yang ada dan
mengeolanya secara substansial, karena pendamping masih belum dapat
menguasai tehnologi yang sedang berkembang. Karena tingkat pendidikan

yang ada di desa tersebut masih cukup rendah.

Penelitian yang dilakukan oleh Reza Pahlevi pada tahun 2017 dalam
jurnal ilmiah yang berjudul “Kewenangan Pendamping Desa dalam Rangka
Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Studi di Desa Pugung Raharjo Kabupaten
Lampung Timur)”. Isi dari jurnal ini adalah kewenangan seorang pendamping
desa ini mulai dari perncanaan, pembangunan, dan pemantauan dirasa sudah
cukup baik. Karena hal tersebut sudah terscermin dari beberapa hal yaitu
tentang penerimaan saran dan masukan pada realisasi program kerja

Musyawarah Rencana Pembanguanan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)
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dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Pendamping sudah
memeberikan usulan-usulan program kerja yang dapat di tamping dalam
kegiatan tersebut. Sehingga merka dapat membantu membuat sebuah kegiatan
kemajuan untuk masyasrakat yang ada di desa Pugung Raharjo. Namun ada
beberapa kendala yang di hadapi yaitu kurangnya keterbukaan perangkat desa
dengan pendamping desa yang membuat kinerja pendamping desa ini tidak
dapat leluasa, masih kurangnya SDM berupa pendamping desa di tingkat

kecamatan (hanya ada 1 pendamping desa dalam 1 kecamatan).

Pendapat peneliti mengenai jurnal tersebut bahwa walaupun kinerja
pendamping sudah jelas tercantum dalam Undang-Undang dan dalam
Peraturan Menteri, namun apabila kerjasama dengan aparatur desa masih
kurang, maka hal tersebut akan menjadi sebuah hambaan yang serius. Karena
pendamping desa merupakan petugas yang dikirim oleh Menteri Desa dengan
tugas yang jelas dan harus dilaksanakan dengan baik. Tugas pendamping desa
akan sangat terhambat apabila ada aparatur desa yang kurang terbuka dengan
adanya pendamping desa. akan terjadi missed communication antara
pendamping desa dengan aparatur desa, yang akan dapat berimbas pada

masyarakat yang mengikuti program dari kegiatan pendamping desa.

Pada jurnal lain yang ditulis oleh Rezky Susanti pada jurnal FISIP
Volume 2 tahun 2015 dengan judul “Efektivitas Pendampingan Desa dan
Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Di Desa
Sekodi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkali”. Jurnal ini ditulis
tujuannya adalah untuk mengetahui penilaian masyarakat terhadap efektivitas

pendampingan desa dalam pembangunan infrastruktur pedesaan di Desa
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Sekodi sendiri. Aspek-aspek yang ingin ditunjukkan adalah pengetahuan
masyarakat dan kehadiran pendamping desa, sosialisasi pembangunan,
pemberdayaan masyarakat, kemampuan pendamping desa, komunikasi
pendamping desa, tanggung jawab pendamping desa, kendala dalam proses
pembangunan infrastruktur,hasil pembangunan dengan adanya pendamping
desa, keberlanjutan program pendampingan desa, dan intervensi kepentingan.
Semua aspek itu dijelaskan sangat runtut sehingga memperoleh hasil bahwa
respon masyarakat tentang adanya program pembangunan infrastruktur di
Desa Sekodi ini baik. Pendamping menerima secara positif adanya
pendampingan yang dilakukan oleh pendamping desa dalam menajalan
program tersebut mulai dari sosialisasi dan pelaksanaan tugas. Namun dalam
hal tersebut masih saja ada kekurangan pendamping desa dalam menjalankan
tugas tersebut. Masih ada masyarakat yang belum tahu tentang pendamping
desa dan bahkan ada masyarakat yang kurang setuju akan keberlanjutan

program tersebut.

Menurut pendapat peneliti jurnal tersebut menjelaskan sangat detai
dengan menggunakan metode kuantitatif sehingga setiap poin yang ada dalam
aspek penelitian ini dapat dijelaskan secara rinci dan jelas. Respon
masyarakat mengenai adanya kegiatan tersebut masih fifty-fifty Karena selisih
antara yang setuju dengan yang kurang setuju sangat sedikit. Masyarakat
yang setuju dengan adanya program pendampingan ini menjelaskan bahwa
sebenarnya memang dibutuhkan adanya pembangunan infrastruktur ini.
Apabila program dilaksanakan dengan baik maka akan berdampak baik pula

bagi keberlangsungan kehidupan di Desa Sekodi ini. Namun ada juga yang
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kurang setuju dengan keberlanjutan program tersebut, rata-rata masyarakat ini
menjelaskan ada yang belum tahu mengenai keberadaan pendampingan oleh
pendamping desa sendiri. Jadi masyarakat menilai hanya satu ihak saja yang
memiliki kepentingan dalam berjalannya program tersebut. Oleh karenanya
menurut peneliti memang alangkah lebih baiknya pendamping desa ini
menjalankan peran pendamping dengan menyeluruh dan totalitas. Agar
masyarakat tahu akan keberadaan pendamping dan program kerja apa saja

yang harus dikerjakan bersama masyarakat.

Dengan demikian berdasarkan pada tiga penelitian diatas, maka
terdapat hasil yang berbeda dengan apa yang akan dilakukan oleh peneliti.
Penelitian yang akan dilakukan ini akan berfokus pada peran pendamping
desa dalam menjalankan tugas pendampingan bagi aparat pemerintah desa.
pendampingan yang dilakukan dalam hal pengawasan serta fasilitator
kegiatan pembangunan desa. Memantau dan turut membantu aparat
pemerintah desa dalam menyelesaikan rencana pengalokasian dana program
kerja desa. Maka dari itu peran pendampingan yang dilakukan pendamping
desa bagi pemerintah desa akan diketahui hasilnya melalui pendeskripsian
sejauh mana pendamping desa dapat mengefektifkan perannya dalam
mendampingi proses pemerintahan desa. Sehingga pemerintah desa dapat
menjalankan tugasnya dengan baik dan dapat membantu masyarakat

menjadikan percepatan pembangunan desa ini menjadi suatu hal yang nyata.

Pendeskripsian peran pendamping desa dilapangan akan dijelaskan
secara terperinci melalui beberapa aspek yang sudah ditentukan. Aspek-aspek

tersebut akan tetap mengacu pada Peraturan Menteri Desa No. 3 Tahun 2015
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tentang Pendampingan Desa. tidak semua aspek yang ada dalam peraturan
tersebut akan di jabarkan, namun hanya beberapa aspek saja yang dapat
mendeskripsikan peran pendamping desa di lapangan. Kemudian dari kinerja
di lapangan dengan aspek tersebut akan di maknai dan di komparasikan untuk
mengetahui apakah peran pendamping desa dalam menjalankan tugas

pendampingan bagi pemerintah desa ini berjalan secara efektif atau tidak.
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